GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
Kalimantan Timur mempunyai peranan penting dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penyiaran;

bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas perlu didukung
dengan pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas
sesuai kemampuan keuangan daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan
Biaya Perjalanan Dinas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin
Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
masa Jabatan Tahun 2013-2018;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014
Nomor 10);

14.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-
Undangan tersendiri;

15.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01/P/KPI/05/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

2. Pemerintahan Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID

adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

5. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disingkat
Anggota KPID adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan
ditetapkan oleh Gubernur;

6. Komisioner adalah setiap anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah terlepas dari Jabatan Strukturalnya pada Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah.

7. Honorarium adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan tenaga
teknis/non teknis.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPID; dan

b. Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

KPID.
BAB III
PENGALOKASIAN HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS
Pasal 3

(1) Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPID
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan setiap
bulan.

(2) Besarannya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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(3) Biaya Perjalanan Dinas bagi KPID Kaltim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan:

a. Ketua dan Wakil Ketua disetarakan dengan Pegawai Negeri
Sipil Eselon IlI;dan
b. Anggota disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Eselon IV.

(4) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan standarisasi Perjalanan Dinas di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR, Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

DR. H. RUSMADI
H. SUROTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 38.



